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PRAKATA

Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa
Ta’ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku ini yang
berjudul "Hukum Pembiayaan Perumahan Syariah di Indonesia: Perspekitif
Keadilan dan Perlindungan Konsumen" dapat tersusun dan diselesaikan
dengan baik.

Buku ini hadir sebagai ikhtiar ilmiah untuk menjawab berbagai
persoalan hukum yang muncul seiring berkembangnya sistem pembiayaan
perumahan berbasis syariah di Indonesia. Fenomena maraknya praktik
pembiayaan rumah tanpa bank yang diklaim berlandaskan prinsip-prinsip
syariah, namun belum sepenuhnya merefleksikan nilai-nilai keadilan dan
perlindungan konsumen, mendorong penulis untuk mengangkat topik ini
secara komprehensif dan kritis.

Buku ini membahas dasar-dasar pembiayaan dalam perspektif hukum
Islam, perbandingan antara sistem konvensional dan syariah, serta tantangan
hukum yang dihadapi dalam pelaksanaan pembiayaan perumahan syariah
khususnya oleh developer non-bank. Melalui pendekatan normatif dan
yuridis, penulis juga menawarkan gagasan rekonstruksi sistem pembiayaan
yang ideal berdasarkan nilai-nilai keadilan dan keberpihakan pada konsumen.

Penulis menyadari bahwa penyusunan buku ini tidak lepas dari
dukungan berbagai pihak. Akhir kata, penulis berharap semoga buku ini dapat
memberikan manfaat, menjadi referensi akademik, serta bahan pertimbangan
praktis bagi akademisi, praktisi hukum, pelaku usaha properti syariah, dan
masyarakat luas yang peduli terhadap keadilan dalam sektor pembiayaan
perumahan syariah

Penulis
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BAB 1 PENDAHULUAN

Perumahan diartikan sebagai harta berupa tanah dan bangunan serta
sarana dan prasarana yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
tanah dan/atau bangunan yang dimaksudkan. Perumahan merupakan salah
satu kebutuhan dasar manusia, dimana kebutuhan primer atau kebutuhan
paling utama manusia adalah kebutuhan akan sandang (pakaian), pangan
(makanan/minuman) dan papan (tempat tinggal/perumahan). Dalam
masyarakat Indonesia, perumahan sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia
yang merupakan pengejawantahan diri manusia, baik sebagai pribadi maupun
sebagai suatu kesatuan dengan sesama dan lingkungan alamnya. Dalam
hubungan ini, alam merupakan tempat berada dan sekaligus sarana yang
menghidupi dan menyediakan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk
kelestarian dan pengembangan diri manusia. Tanah merupakan unsur utama
dari lingkungan alam yang memberi arti fungsional bagi manusia. Bagi
manusia, tanah merupakan tantangan yang masih harus dikerjakan dan diolah
untuk memenuhi kebutuhan dan fungsi sosialnya.

Perlindungan hak kepemilikan atas property diatur dalam UndangUndang
Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945), khususnya dalam Pasal
28E ayat () yang berbunyi : "Setiap orang bebas memeluk agama dan
beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memiliki
pekerjaan, memiliki kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah
negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali"; Pasal 28H ayat (I) yang
berbunyi : "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat
tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak
memperoleh pelayanan kesehatan"; serta Pasal 28H ayat (4) yang berbunyi :
"Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut
tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun".
Kepemilikan Perumahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana di atas diatur dalam Bab
XA, yaitu termasuk dalam hak asasi manusia. Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mengatur
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hak asasi manusia yang berkaitan dengan kepemilikan Perumahan, yaitu Pasal
27 ayat (I) yang berbunyi : "Setiap warga negara Indonesia berhak secara
bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah negara
Republik Indonesia™; dan Pasai 40 yang berbunyi : ""Setiap orang berhak untuk
bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak".

Secara khusus, pengaturan tentang hak atas property pat ditemukan dalam
berbagai peraturan perundang-undangan, khusus untuk hukum yang
berhubungan dengan perumahan telah diatur dalam Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman. Penjelasan umum Undang-Undang Nomor | Tahun 2011
tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyatakan bahwa negara
bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui
penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat
mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di
dalam lingkungan yang sehat, aman, hannonis dan berkelanjutan di seluruh
wilayah Indonesia.

Salah satu bidang usaha yang marak dan populer terkait dengan property
adalah usaha perdagangan atau bisnis property. Sebagaimana diketahui,
perdagangan property telah menjadi sektor perdagangan yang penting dan
menjadi tren di kalangan para pengusaha atau pengembang (developer)
Perumahan baik di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Berdasarkan aspek
yang lebih substantif dan lebih materiil, bisnis property tidak bisa dilepaskan
dari persoalan hukum pertanahan atau agraria. Korelasi antara bisnis property
dengan masalah hukum pertanahan saling berkaitan satu sama lain.

Semakin harijumlah manusia di dunia semakin bertambah, sedangkan
luas tanah yang tersedia juga semakin berkurang. Meskipun tanah yang
tersedia semakin berkurang, permintaan atas Perumahan akan cenderung
bertambah. Kecenderungan peningkatan permintaan atas Perumahan yang
berjalan seiring dengan bertambahnya penduduk dan penyempitan lahan
terutama di wilayah perkotaan, yang juga dipengaruhi oleh faktor keuntungan
yang ditawarkan dalam bisnis Perumahan. Perusahaan pengembang atau
developer sendiri pun merupakan perusahaan yang bergerak di bidang
pembangunan rumah, kawasan pemukiman atau rumah susun. Hasil
pembangunan akan dijual kepada pihak lain dengan tujuan untuk
mendapatkan keuntungan atau laba (profit). Bahwa investor yang berperan
sebagai developer adalah investor yang mendevelop lahan yang dia beli (atau
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dikerjasamakan dengan pemilik tanah), untuk dibangun suatu konsep
pengembangan Perumahan yang kemudian unitnya dipasarkan untuk
mendapatkan keuntungan, dalam hal ini investor memberikan nilai tambah
berupa bangunan dan fasilitas Galan, taman, dan lain-lain) sehingga
keuntungan lebih banyak.

Memiliki sebuah rumah pasti membutuhkan dana yang cukup besar, hal
ini dikarenakan setiap tahunnya harga tanah semakin meningkat sebab
persediaan tanah semakin lama justru semakin berkurang dan disertai dengan
naiknya harga bahan bangunan. Oleh karena itu, dengan tingginya harga
rumah maka sekarang ini banyak masyarakat yang memilih untuk
mendapatkan rumah dengan cara mengkreditkannya dari bank dengan sistem
Kredit Pemilikan Rumah (KPR) atau Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR).
Baik pada bank-bank konvensional maupun bank-bank syariah, bahkan saat
ini terdapat pula lembaga non bank yang menyediakan fasilitas Pembiayaan
Pemilikan Rumah (PPR) melalui developer biasa ataupun developer syariah.

Dalam hal pembiayaan syariah aktivitas penyaluran dana didasarkan pada
kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana.
Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk
pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan
mendapatkan kepercayaan diri pemberi pembiayaan sehingga penerim
pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah
diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad
pembiayaan.

Masalah lain yang muncul mengenai sulitnya akses mendapatkan rumah
hunian yang layak adalah nasabah mengajukan pembiayaan lebih terfokus
kepada garansi apa yang menunjukan bahwa nasabah mampu membayar,
maka bank meminta jaminan dalam pembiayaannya tersebut. Dalam angsuran
pembayaran bank menetapkan jumlah margin tidak flat karena rujukan adalah
suku bunga pada saat itu, berbeda dengan bank syariah yang menetepkan asas
kesepakatan margin dengan penentuan pada awal akad dan tidak berubah
selama periode akad. Dengan kata lain, sistem Pembiayaan Pemilikan Rumah
(PPR) yang ditawarkan oleh perbankan konvensional jelas tidak sesuai dengan
syariah karena terdapat bunga atau mengandung unsur riba yang diharamkan.

Sebagai agama yang sempurna, Islam mengharuskan setiap muslim
menunaikan kewajibannya sambil berusaha sebaik mungkin menjauhi
larangan-Nya semata-mata dalam rangka ketaatan kepada-Nya. Seorang
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muslim harus sadar terhadap keharaman riba dan gagalkan aktivitas riba, salah
satunya dengan tidak mengambil bank konvensional untuk memenuhi
kebutuhan pembiayaan rumah. Bank syariah yang dikenal sebagai lembaga
keuangan non-ribawi dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah telah mencoba
menjawab melalui produk pembiayaan rumah hunian atau dikenal dengan
KPR syariah (KPRS). Perbedaan antara Kredit Pemilikan Rumah (KPR)
konvensional dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Syariah adalah dari sisi
akad yang ditawarkan. Jika Kredit Pemilikan Rumah (KPR) konvensional
menggunakan sistem bunga, maka Kredit Pemilikan Rumah (KPR) syariah
tidak boleh menggunakan instrumen bunga dalam perhitungan angsuran. Pada
transaksi bank syariah tidak terdapat istilah bunga atau interest fee, akan tetapi
menggunakan sistem bagi hasil, karena dalam syariah bunga dianggap riba.
Terhadap produk KPR syariah, nasabahjuga diuntungkan ketika nasabah ingin
melunasi angsuran sebelum masa kontrak berakhir maka bank syariah tidak
akan mengenakan pinalti pada pembiayaan rumah. Karena harga KPR sudah
ditetapkan sejak awal Ofixed rate). Hal ini berbeda dengan KPR konvensional
yang menggunakan sistem bunga yang menyebabkan cicilan terus
berubahubah.

Prinsip inilah yang dijadikan sebagai pijakan atau landasan untuk
mengembangkan produk-produk syariah, Kredit Pemilikan Rumah (KPR)
syariah merupakan salah satu alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan
segala kebutuhan yang berkaitan dengan perumahan dengan akad syariah. Hal
ini sejalan dengan prinsip bank syariah yang dalam menjalakan akad dan
transaksinya menggunakan prinsip syariah atau hukum Islam. Dimana dalam
kegiatan perbankan, peyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha
berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Lembaga Dewan Syariah Nasional
(DSN) yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang Syariah.
Pembiayaan atau kredit pemilikan rumah di bank syariah pada umumnya,
melibatkan 3 (tiga) pihak, dimana developer sebagai pembuat rumah, nasabah
sebagai pihak yang memesan rumah dan bank sebagai perantara. Namun saat
ini terdapat pula skema pembiayaan atau kredit pemilikan rumah syariah tanpa
melibatkan bank. Skema ini hanya melibatkan .. pihak developer dan
konsumen saja. Salah satu yang menawarkan skema ini adalah Developer
Perumahan Syariah Indonesia (DPSI). Developer Perumahan Syariah
Indonesia (DPSI) baru dirintis pada tahun 2012 dimana pengembang property
dalam melaksanakan kegiatannya mengadopsi nilai-nilai Islami. Developer

4 | Hukum Pembiayaan Perumahan Syariah Di Indonesia: Perspektif Keadilan Dan Perlindungan Konsumen



Syariah ini meniadakan bunga, denda, penalti, atau bunga untuk cicilan yang
terlambat bahkan menaikkan harga jual tanpa pemberitahuan lebih dulu.
Dalam melaksanakan praktikpraktik operasional developer syariah
menggunakan kaidah Islam, baik dari segi legalitas (hukum), akad transaksi,
pembiayaan, realisasi pembangunan, hingga serah terima kunci, serta
meniadakan peranan perbankan untuk fasilitas Pembiayaan Pemilikan Rumah
(PPR).

Developer syariah mendasarkan transaksi jual beli pada akad istishna'.
Akad istishna' merupakan kontrak penjualan antara mustashni’ (pembeli ) dan
shani ' (pembuat barang atau penjual). Dalam kontrak ini shani ' menerima
pesanan dari mustashni'. Shani' lali berusaha sendiri ataupun melalui orang
lain untuk membuat mashnu' (pokok kontrak) menurut spesifikasi yang telah
disepakati dan menjualnya kepada mustashni'. Kedua belah pihak bersepakat
atas harga serta sistem pembayaran. Dengan kata lain, istishna ' adalah suatu
akad yang dilakukan seorang produsen dengan seorang pemesan untuk
mengerjakan sesuatu yang dinyatakan dalam perjanjian, yakni pemesan
membeli sesuatu yang dibuat oleh seorang produsen dan barang serta
pekerjaan dari pihak produsen. Seperti di Kota Semarang Jawa Tengah
terdapat 3 (tiga) lokasi yang dijadikan project Developer Perumahan Syariah
yaitu Mijen, Ngaliyan dan Klipang yang akan dijadikan obyek penelitian oleh
Penulis. Dalam Developer Perumahan Syariah menggunakan konsep-konsep
syariah dalam proses jual beli. Dimana terdapat hal mendasar yang diterapkan,
yakni bebas dari riba, tanpa perantara bank, tanpa denda, tanpa sita, tanpa
asuransi, tanpa Bl Checking dan tanpa akad bermasalah. Sementara itu dalam
skema pembelian, calon pembeli akan melakukan akad dengan pihak
developer yang nantinya cicilan pembayaran akan dibayarkan langsung
kepada developer, sehingga tidak terdapat peran bank dalam hal ini, tidak
terdapat praktik riba sesuai dengan syariah Islam dan tidak terdapat sitajika
ada keterlambatan. Namun, dalam prakteknya terdapat kasus penipuan yang
dilakukan oleh developer property syariah, seperti yang terjadi di Kota
Bandung. Kasus ini bermula ketika Syna Group yang merupakan kelompok
usaha terdiri dari 3 (tiga) perusahaan yaitu PT. Anairis Putri Cahaya, PT. Jaka
Tingkir Abadi dan PT. Bandung International Property, menawarkan
Pembiayaan Perumahaan Rakyat (PPR) dengan konsep syariah. Pada Juli
2017, Syna Group mempromosikan penjualan Syna Cikadut. Lebih dari 60
(enam puluh) konsumen terjebak rayuan murah harga rumah yang dibanderol
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dengan harga Rp. 100 juta untuk tipe 36 bagi pembeli 30 unit pertama. Selain
harga rumah yang murah, konsumen bisa mencicil rumah tanpa melalui bank,
mereka mengklaim ini termasuk property syariah tanpa riba.

Konsumen merasa tertipu dengan tak kunjung dilakukan pembangunan di
lokasi yang ditawarkan tersebut, padahal para konsumen sudah menyetor uang
ke PT. Anairis Putri Cahaya yang merupakan bagian dari Syna Group.
Kemudian konsumen juga sempat mengunjungi lokasi lahan perumahan
Cikadut akan tetapi lokasi tanah tersebut sudah di police line, karena ternyata
perumahan tersebut tidak ada perizinan. Sehingga para konsumen ramai-ramai
mencari CEO Syna Group tetapi tidak berhasil. Atas hal tersebut Pengadilan
Negeri Bandung akhirnya menetapkan Direktur ketiga perusahaan tersebut
sebagai tersangka dan didakwa Pasal 378 dan 372 Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana tentang Penipuan dan Penggelapan. Adanya penawaran
Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) banyak menimbulkan permasalahan,
terlebih lagi hal tersebut dilakukan oleh developer-developer syariah tertunya.
Dimana ia mengatasnamakan syariah dalam proses kegiatan pekerjaannya
akan tetapi malah tergiur menggunakan uang dari konsumen untuk
kepentingan pribadinya.
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BAB 2 DASAR PEMBIAYAAN
DALAM SUDUT PANDANG AKAD
MUDHARABAH DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Pengertian pembiayaan secara umum adalah penyediaan uang atau
tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau
kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang
dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka
waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Menurut M. Nur Rianto Al-
Arif pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu
pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan,
baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah
pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah
direncanakan.

Menurut Muhammad pembiayaan dalam arti luas berarti financing atau
pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi
yang telah direncanakan, baik itu dilakukan sendiri maupun dijalankan dengan
orang lain. Sedangkan dalam arti sempit pembiayaan ialah pendanaan yang
dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah.
Kredit menurut istilah dalam bahasa inggris credit berarti meminjamkan uang,
credo dalam bahasa romawi berarti kepercayaan, istilah di atas tersebut
diambil dari ilmu figih yang diambil dari istilah gard. Sedangkan gard dalam
ilmu figih berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan.

Menurut Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal istilah pembiayaan
pada intinya berarti | Believe, | Trust, “saya percaya” atau “saya menaruh
kepercayaan”. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (trust),berarti
lembaga pembiayaan selaku shahibul mal menaruh kepercayaan kepada
seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus
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digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-
syarat yang jelas, dan saling menguntungkan kedua belah pihak. Dengan
demikian dari beberapa definisi-definisi diatas dapat diambil kesimpulan
bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan
dengan itu atas dasar kepercayaan antara sesama untuk mendukung suatu
kegiatan investasi yang telah direncanakan dengan mewajibkan pihak yang
dibiayai mengembalikan uang atau tagihan tersebut dalam jangka waktu
tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang/tagihan
yang dipersamakan dengan itu berdasarkan pesetujuan/kesepakatan antara
bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dengan imbalan
atau bagi hasil. Pembiayaan yang dipersamakan dengan kredit berdasarkan
prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan
dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam
antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk
melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian imbalan
atau bagi hasil. Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya
aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana
bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk
pembiayaan, piutang, gardh, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan
modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening
administratif serta Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI).

Dalam aktivitas pembiayaan, bank syariah akan menjalankan dengan
berbagai teknik dan metode yang penerapannya tergantung pada tujuan dan
aktifitas nasabah penerima pembiayaan. Mekanisme pebankan syariah yang
berdasarkan prinsip mitra usaha, adalah bebas bunga. Oleh karena itu, masalah
membayarkan bunga kepada kepada debitur atau pembebanan bunga kepada
nasabah pembiayaan tidak akan timbul. Yang menjadi perbedaan antara kredit
yang diberikan oleh bank berdasarkan konvensional dengan pembiayaan yang
diberikan oleh bank berdasarkan prinsip syariah adalah terletak pada
keuntungan yang diharapkan, bagi bank berdasarkan prinsip konvensional,
keuntungan diperolen melalui bunga. Sedangkan bagi bank berdasarkan
prinsip syariah berupa imbalan/bagi hasil. Perbedaan lainnya terdiri dari
analisis pemberian pembiayaan (kredit) beserta persyaratannya.

Akad (al-,,Aqd) dalam bahasa Arab berarti: perikatan, perjanjian dan
pemufakatan. Secara terminologi, akad memiliki arti umum dan Kkhusus.
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Adapun arti umum dari akad adalah segala sesuatu yang dikehendaki
seseorang untuk dikerjakan, baik yang muncul dari kehendaknya sendiri,
seperti kehendak untuk wakaf, membebaskan hutang, thalak dan sumpah,
maupun yang membutuhkan kehendak dua pihak dalam melakukannya,
seperti jual beli, sewa menyewa, perwakilan ,gadai/jaminan. Sedangkan arti
khusus akad adalah pertalian atau keterikatan antara ijab dan gabul sesuai
dengan kehendak syariah yang menimbulkan akibat hukum pada obyek akad.
Menurut Jumhur ulama rukun akad ada tiga; yaitu agid (orang yang
menyelenggarakan akad seperti penjual dan pembeli), harga dan barang yang
ditransaksikan (ma'qud alaih) dan shighatul ,,aqd (bentuk ucapan akad).

Kata al-murabahah diambil dari bahasa Arab dari kata ar-ribhu yang
berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan). Menurut istilah figih dalam
Kamus Istilah Figih dijelaskan bahwa murabahah adalah “bentuk jual beli
barang dengan tambahan harga (cost plus) atas harga pembelian yang pertama
secara jujur. Dengan murabahah ini, orang pada hakikatnya ingin mengubah
bentuk bisnisnya dari kegiatan pinjam-meminjam menjadi transaksi jual beli.”

Sedangkan pembiayaan murabahah yaitu suatu perjanjian dimana bank
membiayai barang yang diperlukan nasabah dengan sistem pembayaran
ditangguhkan. Dalam prakteknya, pembiayaan murabahah dilakukan dengan
cara bank membeli dan memberi kuasa kepada nasabah atas nama bank, dan
pada saat yang bersamaan bank menjual barang tersebut kepada nasabah
dengan harga pokok ditambah sejumlah keuntungan atau margin untuk
dibayar oleh nasabah dalam jangka waktu 14 tertentu sesuai dengan perjanjian
antara bank dengan nasabah.

Islam tidak melarang hubungan pinjam-meminjam dalam suatu kegiatan
ekonomi, bahkan kegiatan tersebut sangat dianjurkan karena bertujuan untuk
saling membantu antara sesama manusia. Adapun dasar hukum
dibolehkannya pinjam-meminjam dalam pembiayaan tersebut berdasarkan
firman Allah SWT dalam surat Al-Bagarah (2) ayat 245 )

Oy 455 5K WBlalal A Asia’d led a8 ) (a8 (5301 13 (5
G3xa 4l lalalg

Artinya:
“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik
(menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan
pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah
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Svarial

PERSPEKTIF KEADILAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

konsep keadilan dalam teori hukum, termasuk teori

hukum responsif, progresif, dan sistem hukum.
Selanjutnya, kajian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai
konflik tenurial, hutan, dan hukum kehutanan, yang mencakup
faktor penyebab konflik, tipologi konflik kawasan hutan, serta
berbagai perspektif dalam penyelesaiannya. Sebagai studi kasus
utama, buku ini mengangkat permasalahan konflik tenurial di
Kawasan Hutan Register 45 Mesuji, Lampung. Berbagai faktor
yang mempengaruhi konflik ini dianalisis secara mendalam,
termasuk faktor historis, politik, ekonomi, dan budaya. Selain
itu, pembahasan mengenai perspektif nilai hukum serta status
kawasan hutan dari aspek legalitas turut menjadi bagian penting
dalam memahami kompleksitas konflik tersebut. Penyelesaian
konflik menjadi fokus utama dalam buku ini. Berbagai pendekatan
hukum, baik dalam bentuk regulasi, putusan perkara perdata dan
pidana, serta dinamika sosial masyarakat di kawasan konflik,
dibahas secara mendalam. Buku ini juga mengusulkan konsep
penyelesaian konflik tenurial di Indonesia yang berbasis keadilan
dengan pendekatan holistik.
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